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01
	KONSEP HTCK POLRI
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	Pengantar

	
	Dalam modul ini membahas tentang dasar hukum, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dan pentingnya HTCK di lingkungan Polri.
Tujuannya agar peserta didik dapat memahami dasar hukum, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dan pentingnya HTCK di lingkungan Polri.
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	Kompetensi   Dasar

	
	Memahami dasar hukum, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dan pentingnya HTCK di lingkungan Polri.
Indikator Hasil Belajar :
1. Menjelaskan dasar hukum terkait dengan HTCK di lingkungan Polri;
2. Menjelaskan pengertian HTCK di lingkungan Polri.
3. Menjelaskan tujuan HTCK di lingkungan Polri.
4. Menjelaskan prinsip-prinsip HTCK di lingkungan Polri.
5. Menjelaskan pentingnya HTCK di lingkungan Polri.
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	Materi  Pokok

	
	Pokok bahasan :
Dasar hukum, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dan pentingnya HTCK di lingkungan Polri.
Sub pokok bahasan :
1. Dasar hukum terkait dengan HTCK.
2. Pengertian HTCK di lingkungan Polri
3. Tujuan HTCK di lingkungan Polri.
4. Prinsip-prinsip HTCK di lingkungan Polri
5. Pentingnya HTCK di lingkungan Polri.
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	METODE PEMBELAJARAN

	
	Metode Pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran ini meliputi :
1. Metode ceramah 

metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang  dasar hukum, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dan pentingnya HTCK di lingkungan Polri.

2. 
Metode diskusi

metode diskusi digunakan untuk mendiskusikan materi dasar hukum, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dan pentingnya HTCK di lingkungan Polri.
3.
Tanya jawab diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait materi yang disampaikan oleh pendidik untuk memperkuat pemahaman peserta didik.
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	BAHAN  DAN  ALAT

	
	1. Bahan :

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
b. Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang SOTK Polri;
c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisan Resort dan Kepolisian Sektor;
d. Perpres Nomor 05 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri;
e. Perkap 06 Tahun 2017 tentang SOTK tingkat Mabes Polri;
f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi;
h. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
2. Alat :

a. laptop.
b. infocus.
c. white board.
d. spidol WB.

e. penghapus.
f. flip chart.
g. kertas flip chart.
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	Proses   Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 25 menit

a. Pendidik menistruksikan kepada peserta didik untuk merefleksikan dasar hukum, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dan pentingnya HTCK di lingkungan Polri.
b. Pendidik  melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari.
2. Tahap inti : 130 menit
a. Pendidik  menjelaskan materi tentang dasar hukum, pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dan pentingnya HTCK di lingkungan Polri
a. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti. 
b. Pendidik  memberikan waktu kepada serdik untuk bertanya    tentang materi yang belum dipahami. 
c. Pendidik  memberikan penguatan materi. 
3. Tahap akhir : 25 menit
a. Penguatan materi 

       
Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan proses pembelajaran dan hasil diskusi.

b. Cek penguasaan materi 
      
Pendidik mengecek penguasaan materi yang disampaikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. 
c. Pendidik menyimpulkan materi.
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	Tagihan  Tugas

	
	Masing-masing kelompok peserta didik diberikan penugasan untuk menyerahkan hasil diskusi yang dibahas.


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Lembar  Kegiatan

	
	Peserta didik mendiskusikan materi penugasan yang diberikan oleh pendidik.
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	Bahan Bacaan

	
	KONSEP HUBUNGAN TATA CARA KERJA (HTCK)

DI LINGKUNGAN POLRI
1. Dasar hukum terkait dengan HTCK di Lingkungan Polri


Dasar hukum terkait dengan dengan HTCK di lingkungan Polri terdiri dari :
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisan Resort dan Kepolisian Sektor;

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes RI;

e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi; 

g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
2. Pengertian HTCK di Lingkungan Polri

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 5, hubungan tata cara kerja (HTCK) adalah mekanisme hubungan kerja antarsatuan fungsi di lingkungan organisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal atau Polri dengan di luar Polri yang dilaksanakan secara lintas sektoral.
3. Tujuan HTCK di Lingkungan Polri

HTCK Polri bertujuan :
a. Terwujudnya ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas unit organisasi Polri secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral;

b. Mengoptimalkan fungsi dan peran satfung pada unit organisasi Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan

c. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas.
4. Prinsip-prinsip HTCK di Lingkungan Polri

HTCK Polri dilaksanakan dengan prinsip :

a. Prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tata cara, kaidah, norma yang berlaku di dalam suatu organisasi;

b. Efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri;

c. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;

d. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri; dan

e. Proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan. 
5. Pentingnya HTCK di Lingkungan Polri

Pentingnya HTCK di lingkungan Polri adalah untuk kelancaran fungsi, peran, dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan  pelayanan kepada masyarakat serta mengatur hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi non pemerintah / swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang diatur melalui Hubungan Tata Cara Kerja untuk menciptakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien, dan akuntabel.    
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	RANGKUMAN



	
	1. Dasar hukum yang dijadikan dasar dan pedoman dalam melakukan Hubungan Tata cara Kerja di lingkungan Polri, salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) adalah mekanisme hubungan kerja antarsatuan fungsi di lingkungan organisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal atau Polri dengan di luar Polri yang dilaksanakan secara lintas sektoral.
3. Tujuan HTCK Polri yaitu : terwujudnya ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja, mengoptimalkan fungsi dan peran satfung, meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi. 
4. HTCK Polri dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain : prosedural, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, dan proporsional.
5. Pentingnya HTCK Polri yaitu untuk mengatur hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi non pemerintah / swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang diatur melalui Hubungan Tata Cara Kerja untuk menciptakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien, dan akuntabel.
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	LATIHAN



	
	1. Jelaskan dasar hukum HTCK di lingkungan Polri !
2. Jelaskan pengertian HTCK di lingkungan Polri !
3. Jelaskan tujuan HTCK di lingkungan Polri !
4. Jelaskan prinsip-prinsip HTCK di lingkungan Polri !
5. Jelaskan pentingnya HTCK di lingkungan Polri !
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